ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN.... ... | Atika Ismail, Eni Suarti

ANALISIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA LEMBAGA
ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS) SEKTOR JASA
KEUANGAN DI INDONESIA

ATIKA ISMAILY, ENI SUARTI?
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Email: Ismail atika@yahoo.com

ABSTRAK

Bahwa dibentuknya lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan seolah-olah ingin
mengurangi kewenangan BPSK dengan mempertegas batasan antara konsumen perbankan/non-
perbankan dan konsumen lainnya yang sebelumnya tidak dibedakan oleh BPSK dalam menyelesaikan
sengketa yang diajukan. Namun keberadaan LAPS ini menimbulkan dualisme dalam penyelesaian
sengketa konsumen. Apalagi peraturan mengenai ERA HUKUM NO.2/ TH.16/ OKTOBER 2016:
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN (BPSK) DAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI
SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS-SIK) 197 kewenangan/kompentensi absolut dari kedua
alternatif penyelesaian sengketa tersebut tidak diatur secara tegas. Sampai saat ini, masih banyak
konsumen yang lebih memilih BPSK sebagai penyelesaian sengketa karena prosedurnya dianggap
lebih jelas dan lebih memberikan perlindungan, salah satunya dengan penerapan mekanisme
penyelesaian sengketa secara berjenjang. Begitu pula dengan pelaku usaha yang enggan memilih
LAPS-SJK sebagai alternatif penyelesaian sengketa konsumen dan lebih memilih penyelesaian
sengketa secara musyawarah mufakat/kekeluargaan lebih baik. Apabila tidak tercapai
mufakat/perdamaian, penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri menjadi pilihan terakhir yang
akan ditempuh oleh pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa dengan konsumen karena lebih pasti
Kata Kunci: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa,Konsumen,Sektor Keuangan

ABSTRACT

Whereas the establishment of an alternative institution for dispute resolution in the financial services
sector seems to want to reduce BPSK's authority by reinforcing the boundaries between banking/non-
banking consumers and other consumers that BPSK had not previously distinguished in resolving
submitted disputes. However, the existence of this LAPS creates dualism in consumer dispute
resolution. Moreover, the regulation regarding the LAW ERA NO.2/TH.16/O0CTOBER 2016:
CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT BY THE CONSUMER DISPUTE SETTLEMENT AGENCY
(BPSK) AND ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT AGENCY IN THE FINANCIAL SERVICES
SECTOR (LAPS-SJK) 197 absolute authority/competence for settlement the dispute is not explicitly
regulated. Until now, there are still many consumers who prefer BPSK as dispute resolution because
the procedure is considered clearer and provides more protection, one of which is the application of a
tiered dispute resolution mechanism. Likewise, business actors are reluctant to choose LAPS-SJK as
an alternative for consumer dispute resolution and prefer to settle disputes by consensus/family
deliberation. If consensus/peace is not reached, dispute resolution through the district court is the last
option that will be taken by business actors to resolve disputes with consumers because it is more
certain

Keywords: Alternative Dispute Resolution Institutions, Consumers, Financial Sector

LATAR BELAKANG 1945 ditegaskan bahwa sistem

Sejak awal kemerdekaan Indonesia
pada tanggal 17 Agustus 1945 telah
diletakkan dasar konstitusional yaitu UUD
1945 sebagai landasan hukum tertinggi di
Negara ini. Dalam penjelasan umum UUD

pemerintahan Indonesia adalah berdasar
atas Hukum (Rechsstaat), tidak berdasar
atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).
Implementasi konsep Negara hukum dalam
praktek penyelenggaraan Negara tersebut
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menempatkan hukum sebagai panglima
dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
Hukum adalah supreme yang harus ditaati
oleh setiap warga Negara dan harus
ditegakkan oleh Negara dalam rangka
kehidupan berbangsa, bernegara, dan
bermasyarakat.

Pasal 33 Undang Undang Dasar
1945 merupakan pesan moral dan pesan
budaya dalam  konstitusi  Republik
Indonesia di bidang kehidupan ekonomi.
Pasal ini bukan sekedar memberikan
petunjuk tentang susunan perekonomian
dan wewenang negara mengatur kegiatan
perekonomian, melainkan mencerminkan
cita-cita, suatu keyakinan yang dipegang
teguh serta diperjuangkan secara konsisten
oleh para pimpinan pemerintahan. Pesan
konstitusional tersebut tampak jelas, bahwa
yang dituju adalah suatu sistem ekonomi
tertentu, yang bukan ekonomi kapitalistik
(berdasarkan ~ paham individualisme),
namun suatu sistem ekonomi berdasar
kebersamaan dan berdasar atas asas
kekeluargaan. *

Bagaimanapun pembangunan
ekonomi  haruslah  dilakukan  melalui
landasan hukum yang kuat. Ismail Saleh
mengatakan bahwa ekonomi merupakan
tulang punggung kesejahteraan rakyat, dan
memang benar bahwa ilmu pengetahuan
adalah tiang-tiang penopang kemajuan
bangsa, namun tidak dapat disangkal bahwa
hukum merupakan pranata yang pada

akhirnya menentukan bagaimana
kesejahteraan  rakyat tersebut  dapat
dinikmati secara merata, bagaimana

keadilan social dapat diwujudkan dalam
kehidupan masyarakat, dan bagaimana
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
dapat membawa kemajuan bagi rakyat
banyak.

Program pembangunan ekonomi
nasional juga harus dilaksanakan secara
transparan dan akuntabel yang berpedoman
pada  prinsip  demokrasi ekonomi

'Darji Darmodiharjo, & Shidarta, Pokok-
Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat
Hukum Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1995, him.23..

sebagaimana diamanatkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara republik
Indonesia Tahun 1945. Untuk mencapai
tujuan tersebut, program pembangunan
ekonomi nasional perlu didukung oleh tata
kelola pemerintahan yang baik yang secara
terus menerus melakukan  reformasi
terhadap setiap komponen dalam sistem
perekonomian  nasional.  Salah  satu
komponen penting dalam  sistem
perekonomian nasional dimaksud adalah
sistem keuangan dan seluruh kegiatan jasa
keuangan yang menjalankan  fungsi
intermediasi  bagi  berbagai  kegiatan
produktif di dalam perekonomian sosial.

Fungsi intermediasi yang
diselenggarakan oleh berbagai lembaga jasa
keuangan, dalam perkembangannya telah
memberikan  kontribusi  yang  cukup
signifikan dalam penyediaan dana untuk
pembiayaan pembangunan ekonomi
nasional. Terjadinya proses globalisasi
dalam sistem keuangan dan pesatnya
kemajuan di bidang teknologi informasi
serta inovasi finansial telah menciptakan
sistem keuangan yang sangat kompleks,
dinamis, dan saling terkait antarsubsektor
keuangan dalam hal produk maupun
kelembagaan. Banyaknya permasalahan
lintas sektoral di sektor jasa keuangan di
dalam sistem keuangan, yang meliputi
tindakan moral hazard, belum optimalnya
perlindungan konsumen jasa keuangan, dan
terganggunya stabilitas sistem keuangan
semakin mendorong diperlukannya
lembaga pengawasan di sektor jasa
keuangan yang terintegrasi.

Sebagaimana diperlukannya suatu
lembaga yang melakukan pengawasan di
sektor jasa keuangan, Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir kali dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang
Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
mengamanatkan pembentukan lembaga
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pengawasan sektor jasa keuangan yang
mencakup perbankan, asuransi, dana
pensiun, sekuritas, modal ventura dan
perusahaan pembiayaan, serta badan-badan
lain yang menyelenggarakan pengelolaan
dana masyarakat. Lembaga pengawasan
sektor jasa keuangan tersebut di atas pada
hakikatnya merupakan lembaga bersifat
independen dalam menjalankan tugasnya
dan  kedudukannya berada di luar
pemerintah. Lembaga ini berkewajiban
menyampaikan laporan kepada Badan
Pemeriksa ~ Keuangan dan  Dewan
Perwakilan Rakyat.

Semenjak OJK hadir dengan
UndangUndang No. 21 Tahun 2011
tentunya kewenangan penyelesaian
sengketa antara konsumen dan Lembaga
Jasa Keuangan sudah menjadi tanggung
jawab OJK. Dalam aktivitasnya, lembaga
pengawasan sektor jasa keuangan dalam
hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
menerima pengajuan dan memfasilitasi
pengaduan konsumen yang dirugikan oleh
pelaku di Lembaga Jasa keuangan yang
terdahulu dilakukan oleh pihak Bank
Indonesia (BI). Hal demikian merupakan
wujud dari pelaksanaan Pasal 4 dan Pasal
29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan. Apabila
pengaduan  Konsumen  tidak  dapat
diselesaikan oleh Bank, maka Konsumen
dapat mengajukan penyelesaian sengketa
melalui pengadilan atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa (LAPS) di sektor
perbankan.?

Sebelumnya di tahun 1999,
Pemerintah Negara Republik Indonesia di
bawah Pemerintahan Presiden BJ Habibie
telah mengundangkan Undang-Undang No.
30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif penyelesaian sengketa di luar
forum pengadilan, dengan memberikan
kemungkinan dan hak bagi para pihak yang
bersengketa untuk menyelesaikan
persengketaan atau perselisihan  atau
perbedaan pendapat di antara para pihak,

*Sondang Siagian,, Administrasi
Pembangunan, Konsep, Dimensi, dan Strateghinya,
Cetakan ke4, Jakarta: Bumi Aksara, 2005,him.56.

dalam forum yang lebih sesuai dengan
maksud para pihak. Suatu forum yang
diharapkan dapat mengakomodir
kepentingan para pihak yang bersengketa.
Pada dasarnya penulisan ini didasarkan
pada kedudukan Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam
mendukung kinerja OJK, maka penulis
memfokuskan titik kajian kepada LAPS
(Lembaga Alternatif Penyelesaian
Sengketa) dan keterkaitannya dengan
pembangunan ekonomi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penulisan
ini adalah penelitian hukum normatif
preskriptif, yang menurut Peter Mahmud
Marzuki adalah penelitian hukum yang
bertujuan untuk mempelajari tujuan hukum,
nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum,
konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum.? Penelitian disertasi menurut Peter
Mahmud  Marzuki  dilakukan  untuk
menghasilkan argumentasi, teori, atau
konsep baru sebagai preskripsi dalam
menyelesaikan masalah yang dihadapi.’
Argumentasi  disini  dilakukan  untuk
memberikan preskriptif mengenai benar
atau tidaknya menurut hukum terhadap
fakta atau peristiva hukum dari hasil
penelitian.” Selanjutnya menurut Peter
Mahmud Marzuki, isu hukum dalam ruang
dogmatik hukum timbul apabila; pertama,
para pihak yang berpekara atau yang
terlibat dalam perdebatan mengemukakan
penafsiran yang berbeda atau bahkan saling
bertentangan terhadap teks, peraturan
karena ketidakjelasan peraturan itu sendiri;
kedua, terjadi kekosongan hukum dan
ketiga, terdapat perbedaan penafsiran atas
fakta. Melalui  penelitian  akademis,
diharapkan diperoleh hasil untuk diterapkan
guna keperluan praktik hukum. Hakim
sebagai pemutus  sengketa  sangat
dianjurkan untuk merujuk kepada hasil

%peter Mahmud Marzuki, “Penelitian
Hukum”,4Kencana, Jakarta, 2010, hlm.22.
Ibid
® Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian
Hukum, Jakarta: Ul-Press, 2006,him.87.
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penelitian hukum secara akademis karena
putusan yang dihasilkan akan dijadikan
bahan kajian juga.. Oleh karena itulah,
metode penelitian ini berkaitan dengan
penelitian tentang perlindungan konsumen
pada lembaga alternatif penyelesaian
sengketa sektor jasa keuangan di Indonesia.

ANALISIS DAN DISKUSI

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai
konstitusi melalui Pasal 33 ayat (4) UUD
1945, menyatakan:

”Perekonomian nasional
diselenggarakan  berdasar atas
demokrasi  ekonomi dengan
prinsip  kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional.”

Makna dari prinsip kebersamaan
yang tercantum pada Pasal 33 ayat (4)
UUD 1945 tersebut harus dilihat dalam
cakupan yang lebih luas. Masyarakat harus
menyadari bahwa pemerintah mempunyai
keterbatasan dana dan daya untuk
melaksanakan ~ pembangunan  ekonomi
karena pembangunan itu sendiri sangat
kompleks, sehingga diharapkan dapat
tercipta saling isi  mengisi antara
pemerintah dengan masyarakat untuk
keberhasilan ~ pembangunan  nasional.
Prinsip kebersamaan yang terkandung Pasal
33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya
meletakkan tanggung jawab pembangunan
nasional bukan hanya di pundak
pemerintah, tetapi bersama-sama di pundak
pemerintah dan masyarakat.

Kesejahteraan Masyarakat
merupakan hal penting dalam tolak ukur
kesuksesan pembangunan ekonomi di suatu
negara. Dalam negara Indonesia pada
dasarnya masyarakat sebagian besarnya

merupakan  konsumen dalam  dunia
perekonomian. Perlindungan konsumen
sudah menjadi prioritas bila

negaralndonesia ingin menjadi negara yang

sukses dalam pembangunan ekonomi
nasional.®

Kedudukan hukum dalam
perlindungan konsumen guna menuntaskan
tujuan negara dalam  pembangunan
ekonomi nasional dapat dilihat dari sudut
pandang Subekti yang dalam bukunya yang
berjudul  ”Dasar-Dasar Hukum  dan
Pengadilan” yang mengatakan, bahwa
hukum itu mengabdi kepada tujuan negara,
yang pokoknya ialah mendatangkan
kemakmuran dan kebahagiaan pada
rakyatnya. Dalam rangka melayani tujuan
negara tersebut, hukum menyelenggarakan
keadilan dan ketertiban sebagai syarat
'gercapainya kemakmuran dan kebahagiaan.

Dalam interaksi antara konsumen
dengan Lembaga Jasa Keuangan (LJK)
yang dinamis, ditambah dengan jumlah
produk dan layanan jasa keuangan yang
selalu berkembang; kemungkinan
terjadinya sengketa tak terhindarkan. Hal
tersebut disebabkan beberapa faktor, di
antaranya adalah perbedaan pemahaman
antara konsumen dengan LJK mengenai
suatu produk atau layanan jasa keuangan
terkait. Sengketa juga dapat disebabkan
kelalaian konsumen atau LJK dalam
melaksanakan kewajiban dalam perjanjian
terkait produk atau layanan dimaksud.
Adanya potensi sengketa tersebut perlu
disikapi dengan memberikan fasilitas
perlindungan yang baik terhadap konsumen
pada sektor jasa keuangan.

Pemberlakuan ~ Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (UU OJK) membawa
harapan dan kepastian bahwa kepentingan
konsumen dapat terlindungi dengan baik
dengan terselenggaranya kegiatan di sektor

®Agus Suwandono dan Deviana
Yuanitassari, “Kedudukan Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan
Dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, Jurnal
Bina Mulia Hukum, Volume 1, Nomor 1
(2016),hIm.43.

"Herman Soewardi,, Koperasi: Suatu
Kumpulan Makalah, (Bandung: lkopin, 1989).
Suherman, Maman, Aspek Hukum dalam Ekonomi
Global, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005). HIm.21.
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jasa keuangan yang teratur, adil, transparan,
dan akuntabel serta mampu mewujudkan
sistem keuangan yang tumbuh secara
berkelanjutan dan stabil, dan mampu
melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakatl3. Berdasarkan isi UU OJK
yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
Pembentukan OJK  adalah untuk
melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Pembentukan OJK sendiri
diharapkan dapat melindungi kepentingan
konsumen dan masyarakat ~ yang
menggunakan/memanfaatkan pelayanan
lembaga jasa keuangan. Untuk mencapai
tujuan tersebut UU OJK memberikan
kewenangan edukasi, pelayanan
pengaduan, sampai dengan pembelaan
hukum terhadap konsumen yang dirugikan
oleh lembaga jasa keuangan terhadap OJK.

Sebelum terbentuknya OJK, tugas
dan wewenang di sektor jasa keuangan
dipegang oleh beberapa lembaga tertentu
yang berbedabeda untuk setiap jenis jasa
keuangan. OJK sendiri berfungsi untuk
menyelenggarakan sistem pengaturan dan
pengawasan Yyang terintegrasi terhadap
keseluruhan kegiatan di sektor jasa
keuangan. Terkait dengan fungsi dan tujuan
OJK tersebut, maka OJK mengemban tugas
yang sangat penting untuk dapat
mengedepankan pula perlindungan
terhadap kepentingan  konsumen dan
masyarakat. Dalam rangka melakukan
upaya perlindungan terhadap konsumen
dan pelaku usaha di sektor jasa keuangan,
maka dikeluarkanlah peraturan pertama
OJK yaitu Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang
Perlindungan  Konsumen Sektor Jasa
Keuangan (POJK Perlindungan
Konsumen). Berdasarkan Pasal 2 POJK
Perlindungan  Konsumen. Perlindungan
konsumen sektor jasa keuangan wajib
menerapkan prinsip transparansi,
perlakuannya yang adil, keandalan,
kerahasiaan dan keamanan data/informasi
konsumen, dan penanganan pengaduan
serta penyelesaian sengketa konsumen

secara sederhana, cepat, dan biaya
terjangkau.

Sebagai suatu tindak lanjut dalam
rangka  menciptakan  suatu  sistem
penyelesaian sengketa konsumen secara
sederhana, cepat, dan biaya terjangkau,
maka OJK mengeluarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/
POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa
Keuangan (POJK LAPS) mengamanatkan
adanya suatu sistem penyelesaian sengketa
yang terjadi di sektor jasa keuangan
(khususnya antara konsumen dengan
lembaga jasa keuangan), yang terdiri dari
penyelesaian sengketa secara internal di

lembaga jasa Kkeuangan, penyelesaian
melalui  lembaga  peradilan  umum
(pengadilan), serta melalui Lembaga

Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS)
dengan suatu prosedur tertentu.

POJK Perlindungan Konsumen
dan POJK LAPS pada dasarnya telah
menentukan  mekanisme  penyelesaian
pengaduan konsumen melalui 2 (dua)
tahapan yaitu penyelesaian pengaduan yang
dilakukan oleh lembaga jasa keuangan
(internal dispute resolution) dan
penyelesaian sengketa melalui lembaga
peradilan atau lembaga di luar peradilan
(external dispute resolution). Pasal 2 POJK
LAPS menentukan bahwa pada dasarnya
penyelesaian pengaduan wajib diselesaikan
dahulu oleh lembaga jasa keuangan melalui
unit pengaduan konsumen di tiap-tiap
lembaga jasa keuangan. Penyelesaian di
luar pengadilan dapat dilaksanakan apabila
tidak tercapai kesepakatan penyelesaian
pengaduan melalui lembaga jasa keuangan.
Apabila para pihak memilih penyelesaian
pengaduan sengketa dilaksanakan di luar
pengadilan, maka penyelesaian pengaduan
sengketa akan diselesaikan  melalui
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS) yang dimuat dalam daftar lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa yang
ditetapkan OJK.

Pranata Penyelesaian Sengketa
Alternatif pada dasarnya merupakan suatu
bentuk penyelesaian sengketa di luar
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pengadilan, yang didasarkan  pada c. Arbitrase, merupakan suatu bentuk
kesepakatan para pihak yang bersengketa penyelesaian sengketa alternatif yang
tersebut. Alternatif Penyelesaian Sengketa melibatkan pengambilan putusan oleh
bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat satu atau lebih hakim swasta, yang
dipaksakan oleh salah satu pihak kepada disebut arbiter. Disini seorang arbiter
pihak lainnya yang bersengketa. berperan sangat aktif sebagaimana

Berdasarkan pada sifat keterlibatan halnya seorang hakim. Dalam hal
pihak ketiga yang menangani proses arbiter  tunggal, maupun  majelis
Penyelesaian Sengketa Alternatif tersebut, arbitrase berkewajiban untuk
pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa memutuskan sengketa yang
dibedakan ke dalam: disampaikan kepadanya secara
a. Mediasi, adalah  suatu proses profesional, tanpa memihak, menurut

Penyelesaian Sengketa Alternatif di
mana pihak ketiga yang dimintakan
bantuannya untuk membantu proses
penyelesaian sengketa bersifat pasif dan
sama sekali tidak berhak atau
berwenang untuk memberikan suatu
masukan,  terlebih lagi untuk
memutuskan perselisihan terjadi. Jadi
dalam  mediasi, mediator hanya
berfungsi sebagai penyambung lidah
dari para pihak yang bersengketa.

kesepakatan yang telah tercapai di
antara para pihak yang bersengketa
pada satu sisi dan arbiter itu sendiri
pada pihak lain. Arbiter haruslah
independen dalam segala hal.
Keberadaan LAPS sebagai
perwujudan dari perlindungan terhadap
konsumen juga mempunyai prinsip-prinsip
yang harus diterapkan. Prinsip-prinsip yang
harus diterapkan LAPS sebagaimana diatur
dalam POJK LAPS yaitu:

b. Konsiliasi, adalah  suatu  proses
Penyelesaian Sengketa Alternatif yang
melibatkan seorang pihak ketiga atau
lebih, dimana pihak ketiga yang
diikutsertakan untuk menyelesaikan
sengketa adalah seseorang yang secara
profesional sudah dapat dibuktikan
kehandalannya.  Konsiliator  dalam
proses konsoliasi ini, memiliki peran
yang cukup berarti, oleh karena
konsiliator berkewajiban untuk
menyampaikan pendapatnya mengenai
duduk persoalan dari masalah atau
sengketa yang dihadapi, alterrnatif cara
penyelesaian sengketa yang dihadapi,
bagaimana cara penyelesaian yang
terbaik, apa keuntungan dan kerugian
bagi para pihak, serta akibat hukumnya.
Meskipun konsiliator memiliki hak dan
kewenangan untuk  menyampaikan
pendapatnya secara terbuka dan tidak
memihak kepada salah satu pihak
dalam sengketa, konsiliator tidak
berhak untuk membuat putusan dalam
sengketa untuk dan atas nama para
pihak.

a. Prinsip Aksessibilitas, yaitu LAPS

memiliki skema layanan yang mudah
untuk konsumen retail, mengambngkan
strategi komunikasi untuk
meningkatkan akses konsumen, dan
layanan mencakup seluruh wilayah
Indonesia;

. Prinsip  Independensi, yaitu LAPS

mempunyai organ pengawas, tidak ada
hak veto bagi anggota (antara lain hak
untuk  mengganti  pengurus  atau
mengubah peraturan LAPS), melakukan
konsultasi dengan pemangku
kepentingan yang relevan (seperti:
asosiasi/ perhimpunan konsumen atau
lembaga yang bergerak di bidang
perlindungan konsumen atau asosiasi
LJK dimasing-masing sektor) dalam
menyusun atau mengubah peraturan
sebelum menjalankannya, dan memiliki
sumber daya memadai serta tidak
tergantung pada LJK  tertentu
(adjudikator  dan  arbiter  sangat
memungkinkan untuk mencari
informasi dari pihak di luar para pihak
yang bersengketa, dan informasi
tersebut digunakan sebagai bahan
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pertimbangan  dalam  pengambilan
putusan, dengan catatan bahwa
informasi tersebut wajib diinformasikan
kepada para pihak); ®

c. Prinsip Keadilan, yaitu LAPS memiliki
peraturan dalam mengambil keputusan
yang mengatur, antara lain; mediator
benarbenar sebagai fasilitator,
ajudikator ~ dan  arbiter  dilarang
mengambil  keputusan yang tidak
diketahui para pihak dan putusan
disertai dengan alasan tertulis;

d. Prinsip Efisiensi dan Efektifitas, yaitu
LAPS memiliki ketentuan jangka waktu
dan biaya murah, ketentuan
pelaksanaan keputusan yang
dikeluarkan LAPS, dan mekanisme
pengawasan pelaksanaan putusan baik
putusan adjudikasi, arbitrasi maupun
akta kesepakatan mediasi. Dalam
proses penyelesaian sengketa LAPS
dapat menyediakan layanan dengan
memanfaatkan  teknologi  informasi
antara lain teleconference dan/atau
video conference °

Selain prinsip yang telah diatur
dalam POJK LAPS, Suatu penyelesaian
sengketa alternatif yang baik, setidaknya
harus memenuhi prinsipprinsip sebagai
berikut:

1. Haruslah efisien dari segi waktu, harus
hemat biaya;

2. Harus dapat diakses oleh para pihak,
misalnya tempatnya tidak terlalu jauh;

3. Harus melindungi hak-hak dari para
pihak yang bersengketa;

4. Harus dapat menghasilkan putusan
yang adil dan jujur;

5. Badan atau orang yang menyelesaikan
sengketa haruslah terpercaya di mata

®Jonker Sihombing,, Peran dan Aspek
Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, (Bandung:
PT Alumni, 2010), him.12

° Lukmanul Hakim, “Analisis Alternatif
Penyelesaian Sengketa Antara Pihak Nasabah
Dengan Industri Jasa Keuangan Pada Era Otoritas
Jasa Keuangan (OJK)”, Jurnal Keadilan Progresif
Volume 6 Nomor 2 (2015),him.90/

masyarakat dan di mata para pihak yang
bersengketa;

6. Putusannya harus final dan mengikat;

7. Putusannya haruslah dapat dan mudah
untuk dieksekusi; dan

8. Putusannya haruslah sesuai dengan
perasaan keaslian dari  komunitas
masyarakat di mana penyelesaian
sengketa alternatif tersebut.

Kedudukan LAPS Sektor Jasa
Keuangan dalam penyelesaian sengketa
konsumen sektor jasa keuangan ditinjau
berdasarkan hukum perlindungan
konsumen di Indonesia pada dasarnya
merupakan lembaga penyelesaian sengketa
yang memiliki  karakterisk  khusus.
Karakteristik tersebut karena LAPS Sektor
Jasa Keuangan Kkhusus ditujukan bagi
konsumen di sektor jasa keuangan yakni
konsumen dalam pengertian luas bukan
hanya konsumen akhir sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999  tentang  Perlindungan
Konsumen vyang lebih lanjut dikenal
dengan UUPK. Ketentuan-ketentuan dalam
UUPK dalam hal ini tidak bisa mutlak bisa
diterapkan dalam penyelesaian sengketa
konsumen sektor jasa keuangan melalui
LAPS Sektor Jasa Keuangan.

Untuk dapat masuk dalam daftar
LAPS di Sektor Jasa Keuangan, terdapat
tahapan penilaian yang menjadi acuan
kelayakan, sebelum diumumkan terdaftar
sebagai LAPS yang diakui oleh OJK.
Adapun penilaian tersebut:

a. Analisis pendahuluan yang dilakukan
dengan tahapan sebagai berikut:

1) Permintaan  dokumen  dan/atau
informasi kepada LAPS;

2) Verifikasi kepada LAPS (jika
diperlukan);

3) Pengolahan dokumen dan atau
informasi LAPS; dan

4) Perumusan hasil analisis atas
dokumen dan atau informasi LAPS;

5) Pengujian pemenuhan syarat-syarat
LAPS.  Pengujian  pemenuhan
syarat-syarat LAPS dilakukan oleh
Tim Penguji LAPS yang terdiri dari
tujuh orang yang berasal dari
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internal  dan  eksternal OJK,
berdasarkan pembobotan dan skala
penilaian sebagaimana diatur dalam
Surat Edaran OJK  mengenai
Pedoman  Penilaian  Lembaga
Alternatif Peyelesaian Sengketa di
Sektor Jasa Keuangan.
b. Penetapan Hasil Penilaian
Hasil penilaian LAPS diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu:
1) Memenubhi Syarat apabila
memperoleh nilai paling sedikit 75
(tujun  puluh lima) dan tidak
terdapat nilai nol pada komponen
syarat LAPS; atau
2) Belum memenuhi syarat apabila
memperoleh nilai kurang dari 75
(tujuh puluh lima) atau terdapat
nilai nol pada komponen syarat
LAPS.
Adanya ketentuan keberlakuan
POJK tentang LAPS dan dengan
didasarkan oleh itu, maka OJK telah
memperbaharui Daftar Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa
Keuangan melalui Pengumuman Nomor
Peng- 2/D.07/2016 tentang Daftar Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor
Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan
Nomor Kep6/D.07/2016 tanggal 20
Desember 2016. Daftar Lembaga Alternatif
Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa
Keuangan tersebut adalah:
a. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi
Indonesia (BMAI)
b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia

(BAPMI)

c. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)

d. Lembaga  Alternatif  Penyelesaian
Sengketa Perbankan Indonesia
(LAPSPI)

e. Badan  Arbitrase  dan Mediasi
Perusahaan  Penjaminan  Indonesia
(BAMPPI)

f. Badan Mediasi Pembiayaan,
Pengadaian dan Ventura Indonesia
(BMPPVI)

Keberadaan LAPS tersebut telah
membawa aspek positif dalam
perlindungan terhadap konsumen di sektor

jasa keuangan dengan harapan terciptanya
hubungan yang kondusif antara konsumen
dengan pelaku usaha jasa keuangan. Pada
akhirnya, kondisi tersebut dapat
meningkatkan kinerja sektor jasa keungan
dalam mendukung pembangunan sektor
ekonomi di Indonesia. Seperti halnya salah
satu LAPS, sebagai contoh LAPS dalam
sektor jasa keuangan yang telah ditetapkan

OJK vyaitu Badan Mediasi dan Arbitrase

Asuransi Indonesia (BMAI) dalam realisasi

hasil mediasi dan ajudikasi tahun 2016

terdapat banyak sengketa yang di tangani

oleh BMALI dari tahun 2006 sampai dengan
tahun 2016. Adapun rincian hasil mediasi
dan ajudikasi BMAI tahun 2016 adalah
sebagai berikut; Asuransi Jiwa dengan total

215 sengketa, Asuransi Sosial dengan total

3 sengketa dan asuransi umum dengan total

287 sengketa.

Hal ini dapat menjadi tinjauan
melihat seberapa banyak sengketa yang
dipercayakan untuk diselesaikan pada
BMAI sebagai LAPS dalam sektor jasa
keuangan. Lebih lanjut dalam proses
penyelesaian sengketa pada BMAI ini,
terdapat 3 tahapan yaitu:

a. Tahap 1 (Mediasi): Permohonan
Penyelesaian Sengketa Klaim Asuransi
yang diterima BMAI akan ditangani
oleh mediator yang akan berupaya agar
Tertanggung atau pemegang Polis dan
Penanggun  (Perusahaan  Asuransi)
dapat mencapai kesepakatan untuk
menyelesaiakan sengketa secara damai
dan wajar bagi kedua belah pihak.
Mediator akan bertindak sebagai
penengah antara Tertanggung atau
Pemegang Polis (Pemohon) dan
Penanggung atau Perusahaan Asuransi
(Termohon).

b. Tahap 2 (Ajudikasi): Bila sengketa
klaim (tuntutan ganti rugi atau manfaat)

tidak dapat diselesaikan  melalui
Mediasi (Tahap 1), maka pihak
pemohon dapat mengajukan

permohonan kepada Ketua BMAI agar
sengketanya dapat diselesaikan melalui
proses Ajudikasi. Sengketa akan
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diputuskan oleh Majelis Ajudikasi yang
ditujukan oleh BMAL.

c. Tahap 3 (Arbitrase): Atas sengketa
klaim yang tidak dapat diselesaikan
pada proses Mediasi atau Ajudikasi dan
yang nilai sengketanya melebihi batas
nilai tuntutan ganti rugi dilakukan
proses arbitrase. Sengketa klaim akan
diperiksa dan diadili oleh arbiter
tunggal atau  majelis  arbitrase.
Keputusan arbitrase bersifat final dan
mengikat para pihak dan tidak dapat
dimintakan banding, kasasi atau upaya
hukum lainnya.

Pada tahap 3 (tiga) dapat
disimpulkan bahwa keputusan arbitrase
harus dilaksanakan karena bersifat final.
Sehingga sengketa yang sampai pada tahap
3 (tiga) tidak dapat lagi diajukan dalam
bentuk apapun. *

Dengan demikian, adanya lembaga
alternatif penyelesaian sengketa di sektor
jasa keuangan diharapkan dapat
mewujudkan adanya kepastian  bagi
konsumen dan lembaga jasa keuangan atas
sengketa yang timbul. Putusan yang
dihasilkan dalam penyelesaian sengketa
melalui lembaga alternatif penyelesaian
sengketa di sektor jasa keuangan dapat
dijadikan oleh konsumen sebagai bahan
pembelajaran mengenai hak  dan
kewajibannya. Sedangkan bagi lembaga
jasa keuangan, putusan dimaksud dapat
digunakan untuk menyempurnakan produk
dan jenis layanan yang telah diterbitkan.
Lembaga jasa keuangan juga akan mampu
mengembangkan produk dan layanannya
dengan menyesuaikan pada kemampuan
dan kebutuhan konsumen.** Oleh karena itu
keberadaan LAPS dalam Sektor Jasa
Keuangan sangatlah  penting dalam
menyelesaikan  sengketa-sengketa pada

' Sukardi, “Peran Penegakan Hukum
dalam Pembangunan Ekonomi”, Jurnal Hukum &
Pembangunan VVolume 46 Nomor 4 (2016).

"!M.S Tumanggor,., Pengenalan Otoritas
Jasa Keuangan, Pasar Uang, Pasar Modal, dan
Penanaman Modal, Jakarta: CV. Rasterindo,
2017,him.23.

sektor Jasa keuangan guna membantu
pembangunan ekonomi nasional. *?

PENUTUP

Keberadaan lembaga Otoritas Jasa
Keuangan di Indonesia diharapkan dapat
memaksimalkan dengan baik aktifitas
ekonomi yang ada, salah satunya dengan
mewujudkan perlindungan kepada
konsumen. Pembentukan OJK
dimaksudkan pula untuk mewujudkan
perekonomian nasional yang mampu
tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
Oleh karenanya, OJK menerbitkan POJK
terkait dengan Perlindungan Konsumen
Sektor Jasa Keuangan dan tentang
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
(LAPS). Keberadaan LAPS diharapkan
sebagai penunjang tugas OJK seperti yang
diamanatkan dalam UU OJK bahwa OJK
diharapkan mampu melindungi
kepentingan konsumen dan masyarakat.
Sesungguhnya  peran  LAPS  dalam
membantu pembangunan ekonomi nasional
sangatlah penting mengingat bahwa UUD
1945 mengamanatkan agar pembangunan
nasional bukan hanya dipundak
pemerintah, melainkan bersama-sama di
pundak pemerintah dan masyarakat. Oleh
karena  untuk  memastikan  jalannya
kebersamaan itu, haruslah ada lembaga
alternatif sebagai penyeimbang yang hadir
dengan prinsip-prinsip yang tidak berpihak
pada pemerintah saja. Dengan adanya
lembaga alternatif penyelesaian sengketa di
sektor jasa keuangan, maka akan terwujud
adanya kepastian bagi konsumen dan
lembaga jasa keuangan atas sengketa yang
timbul. Tidak lupa juga saran yang penulis
berikan vyaitu: agar kiranya Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam
bidang jasa keuangan mendapatkan
perhatian khusus oleh pemerintah dengan
diberikan aturan tersendiri yang tidak
bertentangan dengan aturan-aturan
sebelumnya. Metode penyelesaian yang

“Gunawan Widjaja,, Alternatif
Penyelesaian Sengketa, Cetakan kedua,Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2002,him.45.
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begitu terjangkau oleh konsumen dalam hal
ini masyarakat menyebebkan peran LAPS
di masa yang akan datang menjadi sangat
penting oleh karenanya sangat perlu
diperhatikan keberadaannya baik oleh
pemerintah maupun masyarakat.
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